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ABSTRAK 

 

Tesis ini berjudul “Analisis Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri 

Palembang Kelas 1A Khusus Nomor: 200/Pdt.G/2015/PN Plg Atas Ganti Rugi 

Sengketa Pengadaan Tanah Masjid Sriwijaya” Pelaksanaan putusan pengadilan 

inkracht nomor: 200/Pdt.G/2015/PN.Plg belum dilaksankan secara sukarela dan 

mengalami hambatan dalam eksekusi yang berdampak pada pemulihan hak 

pemenang. Dalam penelitian ini penulis bermaksut menganalisis: 1). Bagaiman 

Pelaksanaan Putusan Pengadilan tersebut dan 2). Bagaimana hambatan 

Pelaksanaan Putusan Pengadilan tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, 

digunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan Perundang-undangan, 

pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian yaitu: Pelaksanaan 

putusan memenuhi syarat formil namun sita eksekusi tidak dapat dilakukan kecuali 

dengan eksekusi pembebanan terhadap APBD. Hambatan yuridis Pasal 50 UU No. 

1/2004 tetang perbendaharaan Negara tidak menghilangkan kewajiban bayar 

pemerintah melalui mekanisme penganggaran. Hambatan non-yuridis terletak pada 

aspek budaya hukum, yakni rendahnya kepatuhan termohon eksekusi, dan sikap 

pasif dari struktur hukum. Akibatnya, keadilan korektif dan distributif menurut 

Aristoteles tidak terwujud, sementara dalam pengakan hukum Friedman, substansi 

hukum tersedia tetapi struktur hukum pasif dan budaya hukum tidak mendukung 

pelaksanaan putusan. Kondisi ini sekaligus menunjukkan bahwa asas negara hukum 

dan prinsip keadilan sosial Pancasila belum sepenuhnya terlaksana dalam praktik.  

 

Kata kunci : Pelaksanaan Putusan pengadilan atas ganti rugi pengadaan tanah  
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ABSTRACT 

 

This thesis is titled “Legal Analysis of the Implementation of the Decision 

of the Palembang District Court Class 1A Special No. 200/Pdt.G/2015/PN Plg on 

Compensation for the Sriwijaya Mosque Land Acquisition Dispute.” The 

implementation of the final court decision No. 200/Pdt.G/2015/PN.Plg has not been 

carried out voluntarily and has encountered obstacles in its execution, which has 

impacted the restoration of the winner's rights. In this study, the author aims to 

analyze: 1) How the court decision was implemented and 2) What obstacles were 

encountered in the implementation of the court decision. To address these issues, a 

normative research method was employed, utilizing a legal framework approach, a 

case study approach, and a conceptual approach. The research findings are as 

follows: The implementation of the court decision meets the formal requirements; 

however, the execution of the seizure cannot be carried out unless through the 

execution of a levy on the local government budget (APBD). The legal obstacle of 

Article 50 of Law No. 1/2004 on State Treasury does not eliminate the government's 

obligation to pay through the budgeting mechanism. The non-legal obstacle lies in 

the legal culture aspect, namely the low compliance of the party subject to execution 

and the passive attitude of the legal structure. As a result, corrective and 

distributive justice according to Aristotle is not realized, while in Friedman's legal 

enforcement, the substance of the law is available but the legal structure is passive 

and the legal culture does not support the implementation of the decision. This 

condition also shows that the principle of the rule of law and the principle of social 

justice in Pancasila have not been fully implemented. 

Keywords: Enforcement of court decisions on compensation for land acquisition 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Konstitusi negara Republik Indonesia menganut asas negara berdasarkan 

hukum, bukan berdasarkan kekuasaan. Prinsip  -prinsip dalam negara hukum yang 

di anggap penting menurut The International Commission of Jurists adalah: 1. 

Negara harus tunduk pada hukum. 2. Pemerintah menghormati hak-hak individu. 3. 

Peradilan yang bebas dan tidak memihak.1 Prinsip-prinsip negara hukum tersebut 

merupakan suatu keharusan untuk diimplementasikan dalam kehidupan 

masyarakat, namun secara luas juga harus tercermin dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, baik lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. 

Prinsip negara hukum mengandung sisi sebagai berikut:2 1). Asas Legalitas, 

yaitu bahwa setiap pembatasan terhadap kebebasan warga negara oleh pemerintah 

harus memiliki dasar yang jelas dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat 

umum. Undang-undang harus memberikan jaminan perlindungan terhadap warga 

negara dari tindakan sewenang-wenang, praktik kolusi, dan penyalahgunaan 

kewenangan lainnya. Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan oleh organ 

pemerintah harus selalu merujuk pada ketentuan hukum tertulis, khususnya 

undang-undang dalam arti formal. 2) Perlindungan Hak Asasi Manusia, yaitu 

                                                             
       1Jumadi, “Paradigma Penyelenggaraan Negara Dan Pembangunan Nasional Berwawasan 

Hukum”, dalam https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/11499, diakses 

pada hari saptu 22-3-2025 

       2 Erli Salia, 2023, Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di 

Indonesia, Tunas Gemilang Press, Palembang, hlm. 17, 18.  

https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/11499
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pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar individu sebagai bagian yang 

tidak terpisahkan dari konsep negara hukum. 3). Keterikatan Pemerintah pada 

Hukum, yang menegaskan bahwa seluruh tindakan dan kebijakan pemerintah harus 

tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. 4). Kewenangan Tunggal (monopili) 

Pemerintah dalam Penggunaan Paksaan yang Sah, yaitu bahwa hanya pemerintah 

yang berwenang menggunakan paksaan hukum untuk menegakkan ketertiban, dan 

hal ini harus dilakukan dalam batas-batas hukum. 5), Pengawasan oleh Peradilan 

yang merdeka, yaitu bahwa tindakan-tindakan pemerintah dalam menjalankan dan 

menegakkan hukum harus dapat diuji dan diawasi oleh lembaga peradilan yang 

bebas dan tidak memihak, sebagai bentuk kontrol terhadap pelaksanaan prinsip 

supremasi hukum. 

Dalam praktiknya kerap kita temukan berbagia kendala dalam penegakan 

hukum yang di sebabkan oleh berbagaia macam factor tidak terkecuali dari ketiga 

prinsip negara hukum menurut The Commission of Jurists, contohnya dalam 

perkara sengketa ganti rugi atas pengadaan tanah untuk pembangunan masjid 

sriwijaya  yang belum terselesiakan hingga saat ini.  

Tanah merupakan salah satu sumber kehidupan bagi semua mahluk hidup, 

tidak terkecuali bagi manusia keberadaan tanah tidak dapat di pisahkan dari semua 

unsur perkembangan peradaban manusia hingga saat ini. Tanah memiliki arti yang 

sangat penting bagi setiap individu dalam masyarakat, karena mempunyai 

hubungan yang erat dengan keberadaan tiap manusia dalam lingkungan dan 

kelangsungan hidupnya, selain sebagai tempat bermukim tanah juga mengandung 

nilai ekonomi bagi manusia, bisa digunakan sebagai sumber mata pencahariannya 
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baik itu bercocok tanam, maupun untuk kegiatan usaha lainnya, dan juga bisa 

dijadikan sebagai jaminan pinjaman, maupun sebagai investasi di masa mendatang. 

Seiring waktu dan perkembangan peradaban manusia, kebutuhan atas tanah 

semakin meningkat. Namum di sisi lain jumlah atau luasan tanah di permukaaan 

bumi tidak bertambah sehingga nilai ekonomi atas tanah semakin meningkat sesuai 

dengan lokasi tanah dan manfaat apa yang bisa didapat dari tanah tersebut. 

Tanah adalah anungrah Tuhan Yang Maha Esa dan untuk kesejahteraan 

bangsa Indonesia, kedudukannya istimewa dikehidupan bangsa, tidak hanya benda 

yang memiliki nilai ekonomis tinggi namun mengandung aspek spiritual. Tanah 

merupakan segalanya dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang agraris, dan 

dalam perkembangannya menuju agraris industry.3 

Sesuai dengan arti pentingnya tanah dan nilai ekonomis dari tanah tersebut 

disadari atau tidak, tanah memiliki sifat permanen (tidak dapat bertambah) 

mengakibatkan banyak masalah jika dihubungkan dengan pertumbuhan penduduk 

yang terus meningkat dan masalah Pembangunan yang semakin pesat4 antara lain 

sengketa pertanahan ataupun konflik pertanahan baik antara Pemerintah, swasta, 

masyarakat, dan perorangan, sehingga munculah ide-ide untuk mencipatakan 

aturan hukum di bidang pertanahan dengan tujuan meneyelesaikan permalasalahan 

di bidang pertanahan. 

Pengaturan hak atas tanah diatur dalam Undang – Undang No. 5 tahun 1960 

Tetang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan UUPA, “UUPA 

                                                             
       3Sugianto, Leliya, 2017, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Penerbit Deepublish, 

Yogyakarta, hlm. 1 

       4Nurus Zaman, 2016, Politik Hukum Pengadaan Tanah Antara Kepentingan Umum dan 

Perlindungan Hak Asasi Manusia, Bandung, hlm. 144  
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hanya menyebutkan pengertian hukum tanah sebagaimana yang diatur dalam 

ketentuan Pasal 4 ayat (1)5, yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) adalah:  

Pasal 4 ayat (1)  

Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 

ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, 

yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun 

bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.  

Kemudian pasal 4 ayat (2) menjelaskan bagaimana kewenangan dalam 

mempergunakan tanah untuk kepentingan  yang isi nya adalah: 

Pasal 4 ayat (2) 

Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang 

untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air 

serta ruang yang ada diatasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang 

langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut 

Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.  

UUPA merupakan payung atau merupakan peraturan pokok di bidang 

agrarian, dimana UUPA tidak hanya mengatur tentang hak milik atas tanah namun 

UUPA juga mengatur mengenai prinsip-prinsip dasar agraria nasional, seperti asas 

- asas, hak menguasai negara, dan ketentuan  ketentuan lain terkait kekayaan alam 

Indonesia. Mengenai hak kepemilikan tanah dan cara-cara untuk pendaftaran tanah, 

mengelola dan mendapatkan hak-hak atas tanah diatur lebih lanjut dengan undang-

undang, peraturan pemerintah dan ketentuan lain sesuai dengan tinkatannya.  

                                                             
       5Ibid., hlm. 2 
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Sejak lahirnya UUPA sampai dengan sekarang ini, selain memcabut dan 

menghapus peraturan-peraturan bidang pertanahan di zaman kolonial yang 

dianggap sudah tidak sesuai dengan cita-cita nasional, peraturan teknis dalam 

bidang pertanahan juga terus mengalami perubahan seuai dengan kebutuhan dan 

seiring perkembangan zaman.  

Ketentuan dan peraturan mengenai hak atas tanah antara lain di atur dalam 

Peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, selain itu 

mengatur pula mengenai ketentuan hak milik, peralihan hak atas tanah, 

pembebanan atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun, yang kemudian 

diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2021 tentang hak 

pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah. 

Peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 ini, menyatukan. 

mengharmoniskan, mensinkronkan, memperbarui dan mencabut ketentuan 

ketentuan yang sudah tidak relevan berdasarkan undang - undang nomor 11 tahun 

2020 tentang Cipta Kerja, antara lain: 

1. Peraturan Pemerintah Nomor: 40 tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna 

bangunan dan hak pakai atas tanah; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2015 tentang pemilikan rumah tempat 

tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia,  

Selain penguatan hak pengelolaan serta memperbarui pula ketentuan 

Peraturan Pemerintah Nomor: 8 tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah Tanah 
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Negara. PP nomor 18 tahun 2021 ini juga mengatur kebijakan baru terkait 

pemberian hak pada ruang atas tanah dan ruang bawah tanah. 

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, permasalahan di bidang 

pertanahan masih terjadi, baik sengketa pertanahan atau konflik pertanahan yang di 

sebabkan oleh kepentingan penguasan tanah secara pribadi, atau pengadaan tanah 

untuk pembangunan demi kepentingan umum.  

Adapun makna dari hak penguasaan atas tanah meliputi serangkaian 

wewenang, kewajiban dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat 

terhadap tanah yang dihaki.6 Pasal 4 ayat (1) menyebutkan macam-macam hak atas 

permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai 

oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain 

serta badan-badan hukum. Kemudian di dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA hak tersebut 

antara lain, Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan hak – hak 

lainnya yang diatur menurut undang-undang.  

Sengketa pengadaaan tanah untuk kepentingan umum sering menjadi suatu 

hal yang sangat rumit untuk diselesaikan, dalam konteks negara atau pemerintahan, 

pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum merupakan salah satu 

kewajiban negara untuk melindungi kualitas kehidupan masyarakat, menciptakan 

pemerataan dan keadilan. Namun disisi lain dalam proses pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum, tidak jarang tanah-tanah yang akan dijadikan objek 

pembangunan oleh pemerintah telah di kuasai dan diduduki oleh masyarakat 

dengan berbagai macam hak yang ada diatas tanah tersebut. 

                                                             
        6Ibid. hlm. 3 
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Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur dalam undang – undang 

nomor 2 tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum, dan Peraturan Pemerintah No: 39 tahun 2023 tetang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 19 tahun 2021 tentang 

penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.  

Dalam melaksanakan program pembangunan pemerintah harus mengikuti 

mekanisme yang telah diatur oleh undang – undang dan peraturan pelaksanaan 

lainya, pemerintah melalui gubernur, walikota, atau bupati terlebih dahulu 

menyampaikan pengumumman mengenai proyek pembangunan sehubungan 

dengan lokasi yang akan di gunakan untuk pembangunan dengan tujuan untuk 

menghidari permaslahan yang timbul dikemudian hari, salah satu mekanisme 

penyelesaian permaslahan tanah tersebut adalah dengan jalan memberikan ganti 

rugi kepada yang berhak menurut badan pertanahan negara dan  berdasarkan hasil 

penilai. 

Faktor yang menjadi hambatan dalam musyawarah untuk mencapai mufakat 

antara pemerintah dan masyarakat pemilik tana yang sah antara lain yaitu:7 

a. Pengadaan tanah selalu identik dengan penggusuran. 

b. Peraturan perundangan yang ada belum bisa mengatasi persoalan 

di lapangan. 

c. Masyarakat tidak dilibatkan pada awal pengadaan tanah. 

d. Rencana lokasi pembangunan kurang melibatkan masyarakat 

pemilik tanah dan penetapan ganti rugi dirasakan masyarakat 

kurang adil. 

e. Pelaksanaan pengadaan tanah tidak dilakukan secara transparan. 

f. Ganti rugi yang dibayarkan kepada masyarakat tidak menjamin 

kelangsungan hidup bagi masyarakat pemilik tanah. 

                                                             
       7Mulyadi Tanzili, “Asas Dan Prinsip Pengadaan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor. 2 

Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum” dalam 

https://jurnal.um-palembang.ac.id/variahukum/article/view/948, diakses pada hari selasa, tanggal 

01-10-2024 

https://jurnal.um-palembang.ac.id/variahukum/article/view/948
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Berkaitan dengan ganti rugi sengketa pengadaan tanah bagi pembangunan 

untuk kepentingan umum pada proses pembangunan Masjid Sriwijaya yang sampai 

saat ini terus diupayakan penyelesaiaannya oleh pemohonan eksekusi dalam 

perkara nomor : 200/Pdt.G/2015/PN.Plg.  Sengketa tersebut bermula sejak awal 

pembangunan dimana lahan yang di klaim milik pemerintah Provisi Sumatera 

Selatan yang dianggap tidak bermasalah faktanya terdapat sengketa kepemilikan di 

lahan tersebut.  

Menurut Gubernur Sumatera Selatan periode tahun 2013 sampai dengan 

tahun 2018, Masjid Sriwijaya awalnya akan dibangun di Jalan Bypass Soekarno 

Hatta milik keluarga Hatim Luthfi,  sedangkan lahan di jakabaring yang digunakan 

sekarang adalah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan luas sekitar 

15 hektar, dan setelah diperiksa bahwa lahan itu clean and clear.8  

Menurut pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam persidangan dengan 

agenda jawaban para tergugat, lahan untuk pembangunan Masjid Sriwijaya tersebut 

seluas 9 ha,  (Sembilan hektar) telah di ganti rugi melalui proyek reklamasi sejak 

tahun 1990 sampai dengan tahun 1996 dan sudah menjadi asset Pemerintah Provinsi 

Sumatera Selatan.9  

Disisi lain Penggugat dalam perkara Nomor: 200/Pdt.G/2015/PN.Plg 

mengklaim memiliki tanah di kecamatan Seberang Ulu I Kelurahan 8 Ulu Kota 

                                                             
       8Rahma Wati, “Masjid Sriwijaya Senilai Rp 130 Miliar Mangkrak karena Korupsi, Digadang-

gadang Jadi Terbesar di Asia Tenggara”, dalam Kompas.com https://regional.kompas.com/read/ 
masjid-sriwijaya-senilai-rp-130-miliar-mangkrak-karena-korupsi, diakses pada hari rabu, tanggal 

21/08/2024. 

       9Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 200/Pdt.G/2015/PN. PLG, tanggal 2 Juni 2015, 

hlm. 12 

https://regional.kompas.com/read/%202021/10/02/122200778/masjid-sriwijaya-senilai-rp-130-miliar-mangkrak-karena-korupsi%20digadang?%20page=all
https://regional.kompas.com/read/%202021/10/02/122200778/masjid-sriwijaya-senilai-rp-130-miliar-mangkrak-karena-korupsi%20digadang?%20page=all
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Palembang yang sekarang tepatnya di Jalan Pangeran Ratu Jakabaring Palembang 

(Lokasi Pembangunan Masjid Sriwijaya) dengan luas keseluruhan 79.735 M2 (tujuh 

puluh Sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi) atau  7,9 ha ( tujuh 

koma Sembilan hektar) sebagai peninggalan suami dan orang tua Penggugat.  

Dalam perkara tersebut Pengadilan Negeri Kota Palembang Kelas 1A 

Khusus mengabulkan gugatan penggugat untuk Sebagian dan menghukum 

pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Tergugat I), Yayasan Masjid Sriwijaya 

(Terguat II) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (Turut Tergugat) secara 

tanggung renteng untuk membayar sekaligus uang ganti rugi kerugian kepada 

Penggugat sebesar Rp. 13.867.500.000.- (tiga belas miliar delapan ratus enam puluh 

tuju juta lima ratus ribu rupiah),  

Pada tingkat Banding Perkara No: 102/PDT/2016/PT.PLG menguatkan 

putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 200/Pdt.G/2015/PN.Plg tanggal 14 

Juli 2016, dan hingga ditingkat Kasasi dengan Perkara nomor: 1637 K/Pdt/2017 

MA RI menyatakan “Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTRI DALAM NEGERI R.I. CQ. 

GUBERNUR SUMATERA SELATAN” tersebut.  

Selanjutnya upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK) No. 

454 PK/Pdt/2019 amar putusannya Menolak permohonan peninjauan kembali dari 

Pemohon Peninjauan Kembali YAYASAN WAKAF MASJID SRIWIJAYA 

PALEMBANG tersebut, kemudian Peninjauan Kembali (PK) Nomor: 282 

PK/Pdt/2020 dengan amar putusan “Menolak permohonan peninjauan Kembali dari 

Pemohon Peninjauan Kembali NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. 
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MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNUR 

SUMATERA SELATAN tersebut. 

Untuk mencapai adanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam 

suatu perkara bagi para pihak maka putusan hakim adalah salah satu perwujudan 

dari apa yang diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan, putusan hakim atau 

sering juga disebut putusan pengadilan, diambil melalui mekanisme yang panjang, 

sebagai wujud dari melaksanakan dan menegakan hukum.”10  

Putusan Pengadilan Negeri Palembang nomor: 200/Pdt.G/2015/PN.Plg 

telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan catatan Panitera Pengadilan Negeri 

Palembang tertanggal 15 Januari 2020, seharusnya perkara ini sejak dinyatakan 

inkracht atau berkekuatan hukum tetap dapat dijalankan walaupun masih terdapat 

upaya hukum  lainnya.  

Pada kenyataanya sejak Putusan Nomor: 200/Pdt.G/2015/PN.Plg telah 

berkekuatan hukum tetap, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Terguat, tidak bersedia 

menjalankan isi putusan secara sukarela. Penggugat mengajukan permohonan 

eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, Ketua Pengadilan telah 

memberikan teguran (Aanmaning) agar Termohon Eksekusi menjalankan isi 

putusan secara sukarela, nyatanya sampai dengan aanmaning atau teguran ke 2 

(dua) Termohon Eksekusi belum bersedia menjalankan isi putusan secara sukarela. 

Pemohon Eksekusi selanjutnya mengajukan Permohonan untuk melajutkan 

Eksekusi dan meminta Penetapan Sita Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri 

                                                             
       10 Margono, 2023, Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim, 

Penerbit  Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 118 
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Palembang nomor : 115/SP/KH-ADP/VIII/2024, Pengadilan Negeri Palembang 

menindaklanjuti dengan  surat nomor: 2333/PAN.PN.W6.U1/HK2.4/VIII/2024 

yang meminta agar pemohon Eksekusi menghadap Ketua Pengadilan.  

Pada tanggal, 3 September 2024 Ketua Pengadilan Negeri Palembang 

menyampaikan bahwa pihak Pengadilan dalam hal ini perlu berhati – hati karena 

terkait dengan aset pemerintah berdasarkan Pasal 50 Undang – Undang Nomor: 1 

tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, sehingga belum bisa menetapkan sita 

eksekusi. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti 

melalui tesis ini dengan judul : Analisis Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan 

Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Nomor: 200/Pdt.G/2015/PN Plg Atas Ganti 

Rugi Sengketa Pengadaan Tanah Masjid Sriwijaya. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam 

tesis ini adalah: 

1. Bagaimana pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A 

Khusus Nomor: 200/Pdt.G/2015/PN.Plg atas ganti rugi sengketa pengadaan 

tanah Masjid Sriwijaya?  

2. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri 

Palembang Kelas 1A Khusus Nomor: 200/Pdt.G/2015/PN.Plg atas ganti rugi 

sengketa pengadaan tanah Masjid Sriwijaya? 
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C. Ruang Lingkup 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini 

difokuskan pada bidang hukum perdata, khususnya mengenai pelaksanaan Putusan 

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor: 200/Pdt.G/2015/PN.Plg 

terkait sengketa ganti rugi pengadaan tanah Masjid Sriwijaya. Kajian ini 

menitikberatkan pada analisis yuridis mengenai mekanisme pelaksanaan putusan 

yang telah berkekuatan hukum tetap, hambatan yang timbul dalam pelaksanaannya, 

serta implikasi hukum dari tidak terlaksananya putusan tersebut. Penelitian ini pula 

menggunakan pendekatan teori keadilan Aristoteles dan teori penegakan hukum 

Lawrence M. Friedman untuk menilai sejauh mana putusan tersebut dapat 

diwujudkan secara adil dan efektif dalam praktik.  

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Palembang 

Kelas 1A Khusus Nomor: 200/Pdt.G/2015/PN.Plg atas ganti rugi sengketa 

pengadaan tanah Masjid Sriwijaya. 

b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan putusan Pengadilan 

Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Nomor: 200/Pdt.G/2015/PN.Plg atas 

ganti rugi sengketa pengadaan tanah Masjid Sriwijaya. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang di harapkan dari hasil penelitian ini nantinya adalah sebagai 

berikut: 
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a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dan pemahaman tentang  pelaksanaan dan 

hambatan dalam menjalankan putusan pengadilan yang telah 

berekekuatan hukum tetap (inkrahct van gewijsde) terhadap termohon 

eksekusi pemerintah atas kewajiban bayar ganti rugi yang lahir karena 

undang - undang khususnya putusan dalam perkaran Nomor: 

200/Pdt.G/2015/PN.Plg. 

b. Secara praktis hasil dari penelitian ini dapat berguna sebagai bahan 

Pustaka bagi mahasiswa pascasarjana juga bagi pembaca yang 

berminat dibidang kajian hukum perdata khususnya mengenai 

pelaksanaan dan hambatan dalam menjalankan putusan pengadilan 

perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), 

terhadap pemerintah, juga diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat 

bagi praktisi hukum. 

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Dalam rangka melaksanakan suatu penelitian diperlukan adanya 

kerangka teori. Sebagai mana diketahui teori hukum sebagai ilmu yang bersifat 

menjelaskan, memperoleh pandangan dan pengertian atas fenomena hukum 

secara lebih baik.11 Tugas teori hukum adalah membuat jelas nilai – nilai oleh 

postulat – postulat hukum sampai kepada landasan filosofis yang tertinggi 

                                                             
       11Satjipto Raharjo, 2009, Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia, Genta Publishing, 

Yogyakarta, hlm. 19 
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karena ada kajian filosofis dalam teori hukum itu sendiri.12 Membantu cara 

berfikir yang konseptual dan metodis, kemudian basis dan kerangka teoritis 

yang dipakai dalam membangun teori sangat bernilai dalam membentuk cara 

berfikir ilmiah.”13  

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian adalah  : 

a. Teori keadilan  

Keadilan adalah nilai penting dalam hukum, berbeda dengan 

kepastian hukum yang bersifat menyamaratakan, sedang keadilan bersifat 

individual, sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum sangat 

penting bagi masyarakat bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum 

tersebut keadilan harus diperhatikan.14 Menurut pandangan Aristoteles 

terdapat dua bentuk keadilan, yaitu: keadilan  distributif (Justitia 

distributive) dan keadilan kumulatif (Justicia Comulativa ). Keadilan 

distributif adalah salah satu keadilan yang memberikan kepada setiap 

orang didasarkan atas jasanya atau pembagian menurut haknya masing 

masing.15  

Keadilan diuraikan dengan mendasar oleh Aristoteles bahwa 

keadilan didefinisikan sebagai suatu keutamaan moral dan etik  

didefinisikan sebagai jalan tengah antara dua ekstrem yang saling 

berlawanan, antara yang berlebihan dan yang kekurangan dan jalan tengah 

                                                             
       12Margono, Op. Cit., hlm. 24 

       13Bernard l. Tanyya, et. all, 2019, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan 

Generasi, Genta Publishing, hlm. 16 

      14Margono, Op. Cit., hlm. 105 

      15Amran Suadi, 2022, Filsaat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, Dan 

Etika, Kencana, Jakarta. Hlm. 108-109 
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itu merupakan pilihan secara sukarela dengan melekatkan kejelian, 

penilaian, kebijaksanaan praktis, dan kecerdasan sehingga dapat 

menemukan jalang tengah mengenai nilai keadilan.16 

Keadilan distributif berperan dalam hubungan antara masyarakat 

dan perorangan, adapun keadilan kumulatif adalah suatu keadilan yang 

diterima oleh masing masing anggota tanpa mempedulikan jasa masing 

masing.17  

Selain keadilan yang berbasis kesamaan Aristoteles juga 

memperkenalkan keadilan distributif dan keadilan korektif, keadilan 

distributif mendasari kesamaan proposional, sedangakan keadilan korektif 

(remedial) perbaikan atas suatu yang salah.18 Menurut Sudikno 

mertokusumo keadilan sebagai penilaian terhadap perlakuan seseorang 

terhadap yang lainnya dengan ukuran   norma tertentu.    

Keadilan distributif sebagai konsep keadilan menghendaki setiap 

orang memperoleh apa yang menjadi haknya secara proporsional, oleh 

karena itu keadilan tidak dicapai dengan semata-mata menetapkan nilai 

aktual, namun didasari pula oleh kesamaan antar suatu hal dengan hal 

lainnya (aequalitas rei adrem).19  

                                                             
       16 Citra Ayu Kishardian Salsabila, et al, Konsep Hukum dan Keadilan dalam Perspektif 

Aristoteles, Jurnal Forkami, Vol. 1 No. 1, Februari 2023, hlm.9 

       17Ibid, hlm. 108-109 

       18 Bernard l. Tanyya, et. all, Op. Cit., hlm. 42 

       19Hernoko, A. Y, 2009, Perkembangan dan Dinamika Hukum Perdata Indonesia-Dalam 

Rangka Peringatan Ulang Tahun Ke-80 Prof. Dr. Mr. R. Soetojo Prawirihamidjojo, SH, Penerbit 

Lutfansah Mediatama, Surabaya, hlm. 20 
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Keadilan distributif adalah suatu keadilan yang memberikan 

kepada setiap orang yang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian hak 

nya masing-masing, keadilan distributif berperan dalam hubungan antara 

masyarakat dengan perseorangan. Dalam konteks penegakan hukum 

tentunya ketentuan hukum harus didasarkan pada keadilan distributif, 

kesesuaian hukuman dengan tindakan yang dilakukan, dan kemanfaatan.  

Secara sosial dalam konteks pemerintahan keadilan distributif 

merupakan bentuk keadilan yang menata hubungan negara dengan 

masyarakat. Sedangkan dengan sistem pemerintahan keadilan distributif 

mengacu kepada peran sistem pemerintahan dan pemerintahnya dalam 

mendistribusikan hak dan kewajiban secara adil dan proposional kepada  

setiap anggota masyarakat.20 

Sebagai negara hukum Indonesia harus mampu menegakan hukum 

yang adil dan merata bagi seluruh warga negarannya, dan keadilan 

merupakan salah satu cita-cita bangsa yang termuat dalam sila ke lima 

Pancasila, “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dimana 

Pancasila merupakan sumber hukum di negara Indonesia.  

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didalamnya 

terdapat nilai-nilai bahwa peraturan hukum di Indonesia, baik undang-

undang maupun putusan pengadilan harus mencerminkan semangat 

keadilan. Keadilan yaitu semangat keadilan sosial bukan keadilan dari 

                                                             
       20Arum, Giovanni Aditya. 2019, Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif St. Thomas Aquinas Dan 

Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila, Jurna Lumen Veritatis, Vol, 1 No. 1, diakses pada 

hari senin 7 Oktober 2024, hlm. 22 
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semangat individu. Keadilan tersebut haruslah didapatkan dan dirasakan 

oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, bukan oleh segelintir golongan 

tertentu. Keadilan berdasarkan nilai Pancasila harus dapat diinternalisasi 

dalam penyelenggaraan negara dan pembentukan peraturan perundang 

undangan karena Pancasila merupakan landasan filosofis yaitu pandangan 

hidup, kesadaran dan cita-cita hukum.21 Untuk menciptakan keadilan, 

penyelenggara hukum harus konsisten dalam kinerjanya. Masyarakat akan 

percaya kepada hukum yang konsisten dalam memberikan kepastian 

hukum dan keadilan. 

b. Teori Penegakan Hukum 

Hukum adalah kekuasaan tertinggi yang merupakan suatu 

keharusan bagi Indonesia sebagai negara hukum, hal ini jelas tertuang 

dalam konstitusi negara yaitu Undang – Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 

(3). Maksud dan tujuannya adalah seluruh instrument negara termasuk 

suruh warga negara harus menjunjung tinggi dan mematuhi seluruh 

ketentuan dan aturan hukum yang berlaku. 

Dalam perkembangannya konsep negara hukum muncul sistem 

pemisahan kekuasaan yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, 

dimana kekuasaan ini pula memiliki kewenangan dan istrumen - instrumen 

dalam memastikan bahwa hukum dapat dijalankan untuk mencapai cita-

cita dan tujuan negara. Untuk menjamin tercapainya tujuan hukum maka 

                                                             
       21Ali Taher Parasong, 2016, Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan, dalam, https://fh.umj.ac.id/internalisasi-nilai-nilai-pancasila/, diakses pada 

hari kamis 27-03-2025 

https://fh.umj.ac.id/internalisasi-nilai-nilai-pancasila/
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bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau 

peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum 

tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan 

adanya penegakan hukum (law enforcement). 

Terdapat tiga komponen atau sub-sistem dalam sistem hukum yang 

menentukan efektif tidaknya suatu penegakan hukum menurut Lawrence 

M. Friedman, yakni komponen pertama yaitu: Substansi hukum 

(substance of the law), ini merujuk pada isi dari hukum itu sendiri, aturan, 

norma, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di masyarakat, meliputi 

perangkat peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan 

putusan pengadilan, atau keputusan yang dihasilakn oleh hukum. Dalam 

hal  aturan atau ketentuan hukum yang mengatur bagaimana suatu putusan 

pengadilan harus dilaksanakan. Misalnya: Hukum acara perdata 

(HIR/RBg), KUHAP (dalam kasus pidana) dan peraturan Mahkamah 

Agung terkait eksekusi. Jika substansi hukumnya tidak jelas, tidak 

lengkap, atau multitafsir, maka dapat menjadi hambatan dalam 

pelaksanaan putusan atau eksekusi. 

Komponen kedua yaitu: Struktur hukum (structure of law) 

menyangkut lembaga dan institusi yang menjalankan hukum, seperti 

Lembaga yudikatif: pengadilan, hakim, panitera, jurusita, lembaga 

eksekutif terkait hukum: kepolisian, kejaksaan, lembaga pemasyarakatan 

dan badan/lembaga pemerintahan lainnya yang ikut terlibat dalam proses 

penegakan dan pelaksanaan hukum. Struktur ini menentukan bagaimana 



19 

 

hukum diimplementasikan dalam praktik . Dalam pelaksanaan putusan 

atau eksekusi, lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan eksekusi, 

seperti: Panitera dan jurusita pengadilan, Ketua Pengadilan Negeri, dan 

Bantuan kepolisian (aparat keamanan), jika lembaga-lembaga ini tidak 

bekerja secara efektif, profesional, atau mengalami hambatan 

teknis/birokratis, maka eksekusi tidak berjalan. 

Kemudian komponen yang ke tiga yaitu: Budaya hukum (legal 

culture) merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam 

suatu masyarakat.22 Hal ini mengacu pada sikap, nilai, dan keyakinan 

masyarakat terhadap hukum dan institusi hukum. Legal culture 

menentukan sejauh mana masyarakat menghargai hukum, menaati hukum, 

atau bahkan melanggarnya. Sikap para pihak terhadap putusan hukum, 

seperti: Apakah pihak yang kalah bersedia menerima dan melaksanakan 

putusan, apakah masyarakat menghormati putusan pengadilan, apakah ada 

kepatuhan atau perlawanan. Sehingga dimungkinkan kasus eksekusi gagal 

karena perlawanan dari pihak yang kalah, penguasaan fisik objek sengketa, 

hingga tekanan politik atau sosial. Ketiga subsistem tersebut diatas saling 

berkaitan dan menentukan bagaiamana hukum itu dijalankan. 

2. Kerangaka Konseptual 

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep 

khusus yang merupakan kumpulan yang berkaitan satu dengan yang lain, 

                                                             
       22Askari Razak, 2023, Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem 

Hukum Lawrence M. Friedma, Vol. 12 No. 2, dalam https://ejurnal. umbima.ac.id/ index. php/ 

jurnalhukum/article/view/185/91, diakses pada hari selasa, 8-4-2025 

https://ejurnal/


20 

 

Pengertian lain kerangka konseptual adalah konsep-konsep dasar yang 

berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam variabel judul 

penelitian yang di berikan ke dalam permasalahan dan tujuan penelitian. 

konsep-konsep dasar menjadi pedoman peneliti dalam rangka upaya 

mengumpulkan data dan bahan hukum yang dibutuhkan oleh peneliti dalam 

rangka menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.  

a. Pengertian Analisis Yuridis, adalah kegiatan untuk menyelidiki suatu 

peristiwa atau perbuatan untuk mengetahui keadaan sebenarnya dan 

mendapatkan pengertian yang tepat menurut hukum.  Kata yuridis 

berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi 

hukum. Yuridis juga dapat diartikan sebagai semua hal yang 

mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Analisis 

yuridis juga dapat diartikan sebagai kegiatan untuk memecahkan 

komponen-komponen dari suatu permasalahan, kemudian 

menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum, dan norma 

hukum yang berlaku. Tujuannya adalah untuk membentuk pola pikir 

dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum. 

b. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Menurut undang-

undang Nomor 2 tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pengadaan tanah 

merupakan perbuatan pemerintah untuk mewujudkan Tersedianya 

tanah untuk digunakan dalam berbagai kepentingan bagi 
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pembangunan untuk kepentingan umum.23 Masjid Sriwijaya 

merupakan bangunan yang bertujuan untuk fasilitas umum bagi 

Masyarakat khususnya tempat ibadah umat muslim di Kota 

Palembang. Ketegori dan peruntukan umum pemanfaatan tanah untuk 

kepentingan umum diatur dalam pasal 10 Undang - Undang Nomor: 

2 tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, 

kemudian mengenai mekanisme ganti rugi pula di atur didalamnya 

yaitu di Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39, yang didalam memuat pula 

mengenai ganti rugi. 

c. Sengketa Pertanahan, Sengketa atau konflik agraria (tanah) adalah 

suatu proses interaksi antara dua (atau lebih) orang atau kelompok 

yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atas objek 

yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan 

tanah.  

“Lewis A. Coser sebagaimana dikutip oleh Veeger, 

mendefinisikan konflik sebagai perselisihan mengenai nilai – 

nilai atau tuntutan – tuntutan yang berkenaan dengan status, 

kuasa dan sumber – sumber kekayaan yang persediaanya tidak 

mencukupi dimana pihak – pihak yang berselisi tidak hanya 

bermaksud untuk memperoleh barang yang di inginkan 

melaikan memojokan atau menghancurkan lawan mereka.”24 

 

d. Ganti rugi menurut KUH Perdata, adalah bentuk tanggung jawab 

hukum, untuk memulihkan kerugian yang dialami orang lain, baik 

karena pelanggaran maupun karena perbuatan melawan hukum. Ganti 

                                                             
       23Mulyadi Tanzili, op. cit, hlm. 5  
       24Muhamad Sadi Is, Khalisah Hayatudin, Suharyono, op. cit., hlm. 227 
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rugi dapat berupa kompensasi atau imbalan yang diberikan kepada 

pihak yang berhak atas suatu kerugian. Ganti rugi dapat berupa uang 

atau penggantian dalam bentuk lain. Ganti rugi dalam konsep hukum 

perdata dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum. Setiap 

perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan 

kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena 

kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian. 

Perbuatan melawan hukum merupakan pelanggaran terhadap hak 

orang lain yang konsekuensinya harus ditanggung dan diadili secara 

hukum. Pasal 1365 KUHPerdata menjelaskan, setiap perbuatan 

melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada 

orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya 

menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian. 

e. Pengertian Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat diatur dalam 

Hukum Acara Perdata Her Herziene Indonesisch Reglement  (HIR) 

dan Reglement op de Rechivordering (Rv): 

1) Penggugat adalah Pihak yang mengajukan gugatan karena 

memiliki kepentingan yang cukup. Penggugat berwenang 

menentukan siapa yang akan digugat sebagai tergugat. 

2) Tergugat adalah Pihak yang digugat oleh penggugat karena 

dianggap telah merugikan hak penggugat. 

3) Turut tergugat adalah Pihak yang tidak berkepentingan langsung 

dalam perkara, tetapi ada sangkut pautnya dengan pihak atau 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27228/nprt/2/herzien-inlandsch-reglement-(h.i.r)-(s.-1941-44)-reglemen-indonesia-yang-diperbaharui-(r.i.b.)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=hir
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obyek perkara. Turut tergugat tidak ikut menjalankan hukuman 

yang diputus untuk tergugat, tetapi hanya patuh dan tunduk 

terhadap isi putusan tersebut. 

f. Putusan Hakim/Pengadilan, Putusan hakim atau putusan pengadilan 

adalah pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam sidang 

pengadilan terbuka untuk umum. Putusan ini merupakan hasil akhir 

dari proses hukum yang panjang dan bertujuan untuk menyelesaikan 

suatu perkara atau masalah. menurut sudikno mertokusumo, “Putusan 

Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat 

negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan 

bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau 

sengketa anatara para pihak.”25 

g. Pelaksanaan Putusan Pengadilan, atau pelaksanaan putusan hakim 

memiliki makna yang sama dengan eksekusi, jika merujuk pada 

pengertian eksekusi, secara etimologi berasal dari kata dalam bahasa 

inggris yaitu executie  yang berarti pelaksanaan putusan, begitu pula 

dalam bahsa Belanda, executie artinya pelaksanaan Keputusan 

hakim.26 Menurut Andulkadir Muhammad, eksekusi adalah 

pelaksaanaan secara resmi suatu putusan pengadilan dibawah 

pimpinan Ketua Pengadilan”27 

                                                             
       25Sudikno Mertokusumo, 1993, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, Rajawali Maju, 

Jakarta, hlm. 174 

       26Rita Herlina, et. all, 2022, Integritas Sistem Kelembagaan Pelaksanaan Putusan Perkara 

Perdata Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap, Kencana, Jakarta, hlm. 7-8 

       27Ibid, hlm. 92 
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F. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang mengkaji dan 

menganalisa aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Analisis Yuridis 

Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Nomor: 200/ 

Pdt.G/2015/PN.Plg  Atas Ganti Rugi Sengketa Pengadaan Tanah Masjid Sriwijaya  

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif atau 

penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 

kepustakaan atau data sekunder berkala. yakni menggunakan berbagai data 

sumber seperti peraturan perundang-undang, yurisprudensi, dapat pula berupa 

pendapat para sarjana.  

2. Pendekatan Masalah 

Pendekatan - pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Pendekatan Perundang-undangan:  

Menelaah undang- undang yang bersangkut paut dengan permaslahan 

yang sedang di teliti antara lain, undang - undang nomor 5 tahun 1960 

tetang peraturan dasar pokok agrarian, undang – undang nomor 48 

tahun 2009 tetang kekuasaan kehakiman, KUH.Perdata, dan RBg  

(Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten 

Buiten Java En Madura) 

b. Pendekatan Konseptual:   



25 

 

Yaitu mempelajari pandangan dan doktrin -doktrin dalam ilmu hukum 

antara lain asas – asas umum dalam pelaksanaan putusan dan 

penegakan hukum meliputi, asas kepastian hukum, asas keterbukaan, 

asas kemanfaatan,  asas Pancasila, asas negara hukum, asas keadilan, 

asas kesebandingan hukum dan asas fungsi sosial atas tanah. Asas – 

asas dalam proses eksekusi meliputi asas putusan berkekuatan hukum 

tetap, dan asas condemnatoir. 

c. Pendekatan Kasus:  

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait 

dengan permaslahan yang sedang dihadapi, yaitu perkara di 

pengadilan yang telah mendapatkan putusan pengadilan dan putusan 

tersebut merupakan putusan yang telah berkekuatan tetap atau 

inkracht,28 dalam hal ini kasus tersebut adalah perkara nomor : 

200/Pdt.G/2015/PN.PLG. 

3. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini didasarkan pada data sekunder  

mencakup bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum 

tersier.29 

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu 

undang-undang nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraia,  

                                                             
        28Annisa Fianni Sisma, 2022, Menelaah  5 Macam Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, 

dalam https://katadata.co.id,,/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-

dalam-penelitian-suatu-hukum, diakses pada hari minggu 30-03-2025 

       29 Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, 2024, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 

Rajawali Pers, Depok, hlm, 13 

https://katadata.co.id,,/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-suatu-hukum
https://katadata.co.id,,/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-suatu-hukum
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undang – undang nomor 2 tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Pemerintah No: 39 

tahun 2023 tetang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No: 19 tahun 2021 

tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk 

kepentingan umum.  

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan terhadap bahan hukum 

primer seperti jurnal dan bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, 

ensiklopedia, website. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode bola salju (snow 

ball method) dan Prosedur identifikasi serta inventarisasi bahan-bahan hukum 

primer dan bahan bahan hukum sekunder dengan menggunakan cara analisis 

teks hukum dan literatur.30 Mengumpulkan data melalui penelusuran peraturan 

perundangan undangan dan literatur lainnya, mengakses website-website atas 

jurnal online maupun berita-berita dari media online, maupun dari bahan di 

perpustakaan. Terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul dilakukan 

klasifikasi secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan 

penelitian. klasifikasi disiapkan untuk melakukan pemilahan bahan hukum se 

dasar dengan tema-tema analisis yang relevan.  

                                                             
       30Khalisah Hayatudin, 2022, Pedoman Penulisan Tesis (edisi revisi) Program Studi Megister 

Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, Universitas 

Muhammadiyah Palembang, Palembang, hlm. 20 
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5. Teknis Analisis Data 

Keseluruhan bahan hukum baik primer maupun sekunder yang 

diperoleh selanjutnya diolah dengan melakukan kategorisasi sebagai 

klasifikasi dan bahan hukum secara selektif. keseluruhan bahan hukum 

dikelompokkan berdasarkan kriteria dengan cermat dan ketat sesuai dengan 

perumusan masalah yang sedang dilakukan penelitian untuk dianalisis. 

Analisis terhadap data dilakukan melalui proses penalaran hukum deduktif 

yang logis sistematis. Penalaran hukum juga bertumpu pada aturan berpikir 

yang dikenal dengan logika. 

G.  Sistematika Penulisa 

Penulisan tesis ini secara garis besar terdiri dari 4 bab yaitu : 

 BAB  I    : 

 

 

 BAB  II    : 

 

 

 

BAB  III  :      

 

  

 

BAB  IV  : 

Menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah ruang 

lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan 

konseptual  metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Menguraikan teori - teori yang berkaitan dengan penelitian 

yaitu Analisis Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri 

Palembang Kelas 1A Khusus Nomor: 200/Pdt.G/2015/PN.Plg 

Atas Ganti Rugi Sengketa Pengadaan Tanah Masjid Sriwijaya. 

Menguraikan tentang hasil penelitian, Analisis Yuridis Atas 

Ganti Rugi Sengketa Pengadaan Tanah Masjid Sriwijaya Studi 

Putusan Pengadilan Negeri Kota Palembang Kelas 1A Khusus 

Nomor. 200/Pdt.G/2015/PN.Plg 

Berisikan Kesimpulan dan Saran 
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